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Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Anak (RUU PA)f
ang mulai dibahas para wakil rakyat di DPR sejak 8 Maret
1996 beberapa waktu yanglalu ternyata mendapat banyak}

tanggapan. Sejumlah pandangan dan komentar dari berbagai |

pihak mulai bergulir dalam konteks pembahasan Rancanganj

Undang Undang tersebut. Rancangan Undang Undang itu_sendiriihﬁh___

Lirencanakan akan disahkan menjadi undang-undang (UU) padaf
'Juli 1996 mendatang, bersamaan dengan peringatan Hari Anak]

Di antara sejumlah komentar, antara lain dipersoalkané

tidak terlibatnya Departemen Agama dalam Tim Pembahaﬂ
Rancangan Undang Undang. Tim yang diketuai Dirjen Hukum danf
Perundang-undangan Departemen Kehakiman Dr Bagir Manad
hanya beranggotakan Departemen Sosial dan Polri. |

Tidak dilibatkannya Departemen Agama dan Pengad11an
Agama sungguh wajar dipertanyvakan mengingat salah satu
pasal dalam Ranéangan Undang Undang tersebut menyangkué

status anak angkat, perwalian anak, dan status perkawin an{

Lebih dari persoalan itu, persoalan yang berkaitan dengaq
peradilan agama tidak semata-mata terkait dengan faktoﬁ

hukum saja, tetapi juga aspek pendidikan dan sosial. Maké

dan Pengad11an Agama dalam pembahas annya. |
!
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RUU Peradilan Anak vang diselenggarakan oleh Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro Semarang, tanggal 3 April

1996

jika tidak melibatkan Departemen Agama

Makalah di sampaikan daldm Panel Diskusi Pemgahaéaﬁ -
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Perlu dikaji ulang

Adg beberapa hal yang agaknya patut dijadikan bahan
kajian ulang. Rancangan Undang Undang Peradilan Anak se- '
baiknya hanya memuat materi pidana anak saja, sedang materi :
lain dihapus. Kemudian dalam Pasal 21 Rancangan Undang?
Undang itu, misalnya, tercantum kewenangan Peradilan Umumi

erkara: anak nakal, anak terlantar, perwalian, pengangkat _ ;ﬁ
anak dan anak gipil. dan sebelumnya Undang Undang No 1

Eenyelesa1kan perkara pidana dan perkara perdata dalam hall
ﬁahun 1974 tentang Perkawinan. Dari gambaran itu saja mem—

erikan kesan, bahwa materi Pasal 21 Rancangan Undang | G
ndang pPeradilan Anak menafikan Undang Undang Peradilan i
gama dan Undang Uhdang Perkawinan. Mengenai hal yang
enyangkut per adilan pidana, mestinya juga harus sejalan‘
Eegau konsep KUHP yang baru. Sebagai contoh Pasal 26 ayat 2

ancang an Undang Undang Peradilan Anak, di sini diatur
enghapusan hukum mati atau pidana seumur hidup bagi anak-
Fnak nakal. Padahal materi yang sama sudah ada pada konsep

UHP yang baru. _
Rancangan Undang Undang Peradilan Anak yang terdiri
tas 8 BAB dan 106 pasal, antara lain memang neﬁyangkut'
asalah perkara anak nakal, anak terlantar, perwalian,
engangkatan anak, anak sipil, serta lembaga penampung
nnya . Kewenangan penanganan perkara ini diberikan kepada
eradilan umum, baik yang bersifat pidana maupun perdata.
arus diakui, Undang Undang ini memang sudah sejak lama
idambakan, mengidgat masih terus terabaikannya hak anak-
En terutama peradllannya, karena belum ada Undang UndangL

yang mengaturnya 7 . .

Tetapi dari paparan tersebut di atas tampaknya Rancang;
tn Undang Undang ‘yang akan memperoleh banyak perhatlani
| asyarakat ini harus dlkaJl lebih dalam lagi.




| Apalagi, ternyata, dalam rancangan itu terdapat hal-
hal vang boleh dikatakan peka bagi masyarakat, karena erat
hubungannya dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan

agama.
Sudah diatur

" 'Ada beberapa hal yang sebetulnya relatif sudah diatur -
oleh Undang Undang Peradilan Agama ( UU No 7/1989), Undang%
Pndang Perkawinan (QU No1/1974) dan Inpres 1 tahun 19915
- serta peraturan perundangan lainnya, dimasukkan dalam:

kancangan Undang Undang Peradilan Anak. Dengan demikian:
#alau pembahasan Rancangan Undang Undang Peradilan*Anak?
dilakukan secara tergesa-gesa, dikhawatirkan bisa munculz
materi yang tumpang tindih. Tentu saja hal itu tidak dihér—g
apkan. Karena itu tidak berlebihan jika pembahas an Rancang§
an Undang Undang Peradilan Anak yang nanti akan dijadikan§
Undang Undang dilakukan secermat mungkin. Hendak nya Undangg
Undang itu nanti harus sinkron dan tidak overlapping dengan;

Undang Undang yang sudah ada. _
Bagaimana pun bila anak diletakkan dalam konteks ke-;

luarga; status orang tua, perwalian nikah / harta , kewaris;
an, hibah, wasiat dan lain-lain amat berkait erat dengan:

masalah-masalah yang selama ini sudah diatur oleh Undangj
iUndang vang sudah ditetapkan sebelumnya, khususnya.Undangf
%Undang Perkawinan dan Undang Undang Peradilan Agama.

Bercermin pengalaman

_ Kalau kita mau'melékukan refLéksi sejenak sambil meng
ingat kqmbali:peristiwa—peristfwa'yéhg'terjadi di sepufar
gpembahasah Undang Undang Perkawinaﬁ.dan-Undang,Undang
?Peradilan Agama, kita akan ségera mengetahui, bahwa terda-
jpat masalah-masalah fundamenfal dan_ﬁeka~ketikarkita bicara




ﬁ kan hal-hal ini. Pembahasan kedua Undang Undang itu telah

melibatkan pelemik yang sangat ramai. Di sana sini pembahas
annya harus dihadapkan pada situasi dilematik, terutama
ketika masalah yang'erat kaitannya dengan hukum agama
dimaSukkan—Qalam kedua Undang Undang tersebut. j

Rancangan Undang Uﬁdang Perkawinan ketika diajukan
mengandung "hal-hal yang diametral bertentangan dengan
keyakinan agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk yaﬁg
menJad1 warga negara Indonesia. Karena itu lalu muncullah
kecur1gaan, bahwa Rancangan Undang Undang ini diajukan oleh
mereka vang mempunyai visi hukum yang bersifat skuler,
untuk tidak dikatakan hanya menjiplak dari ketentuan.huk#m
Barat.. Karena itulah reaksinyaﬁmenjadi~demikiaﬁmbesaﬁ;
Tetapi kita berbahagia bahwa pada akhirnya Undang Undaﬁg
Perkawinan yang ditetapkan DPR isinya sangat berlainan
dengan apa yang semula diajukan. Hingga hari ini Undaﬁg
Undang Perkawinan dinilai Sebagai aspiratif dan memenuﬂi_.
hajat hukum masyarakat Indonesia.

Demikian juga pembahasan Rancangan Undang Undang Per
adilan Agama, dipenuhi polem1k antara yang pro dan yang
kontra. Sebagian orang berpendiran, Rancangan Undang Undaqg
Peradilan Agama hanya mengatur masalah-masalah yang berkait
an dengan umat Islam. Karema itu menurut pendapat ini,
selayaknya tidak ditetapkan menjadi suatu'Undang Undadg
Nasional. Tetapi akhirnya setelah mengalami perdebatan yaﬁg
seru baik di DPR mapun di luar, Undang Undang Peradilén
Agama disahkan. Bahkan setelah itu dikeluarkannya Instruksi
Presiden nomor 1 tahun 1991 / Xompilasi Hukum Islam ya@g
antara lain berfungsi sebagai pedoman. bagi Instanéi
Pemer1ntah maupun masyarakat yang membutuhkan dalam menye—
lesaikan- masalah Gambaran sellntas mengenai proses pemba—
hasan Rancangan Undang Undang Perkaw1nan dan Rancangan_
Undang Undang. Peradilan Agama tersebut kita kemukakan untuk
menunjukkan, bahwa kedua produk hukum tersebut merupakan




s produk legisiatif yang prosesnya amat berat. Karena itulah'

setiap Rancangan Undang Undang yang mempunyai keterkaitan
dengannya pun pembahasannya harus hati-hati. Dalam kaitan
dengan Rancangan Undang Undang Peradilan Anak iﬁi, maka
sudah semestinya anak-anak diletakkan dalam konteks kehidu-
| pan keluarga dan masyarakat secara utuh. Dan nilai—nilai

. yang berhubung an dengan hal itu harus selalu dijadikan
pertimbangan utama.

i‘ Perlu penyempurnaan

Bagaimana pun pembahasan Rancangan Undang Undang Per
!ad11an Anak, baru dimulai. Bahkan pembahasannya akan dila-
.kukan hingga persidangan berikutnya, menunggu usai masa
1reses DPR. Dengan demikian masih cukup banyak waktu bag1
\DPR untuk menyerap berbaga1 pendapat dari banyak pihak.
¥Apa1ag1 Rancangan Undang Undang ini juga berhubungan dengan
\konsep Rancangan Undang Undang KUHP baru yang kini tengah
ldigodok oleh pihak pemerintah bersama para ahli. Artinya,
%hingga disahkan nanti, masih sangat terbuka terhadap
perubahaan dan penyempurnaan.

| Kita percaya DPR pasti tidak akan gegabah, bahkani
%ebaliknya akan berhati-hati dalam membahas Rancangan:
bndang Undang ini. Dan masyarakat ﬁun tidak perlu bereaksi

%ecara berlebih-lebihan. Dengan memberikan masukan kepada
fraksi—fraksi di DPR, semua aspirasi pasti akan_tertampung.

l Rasanya tidak berlebihan jika pembahasan mengenai .
Rancangan Undéng Undang yang termasuk kqntroversial init

‘dituntaskan. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi .

terjadinya kerancuan kewenangan antara perangkat hukum yang. _

Satu dengan vang 1a1n yang telah ada )
Harus disadari bahwa Rancangan Undang Undang ini me

mi11k1,muatan yang sarat persoalan sensitif, yang menyang-

kut agama. Karena itu pembahasannya pun harus hati-hati.







- Sebab kalau tidak, dikhawatirkan akan lahir Undang Undang
. yang mengundang tefjadinya guncahgan—guncangan'sosial dan
Epolitik di tengah-tengah masyarkat. Kesalahén penetapan
'bisa berakibat fatal, bukan saja bagi kehidupan beragama,

-melainkan juga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Anak Angkat dalam ﬁUPA dan KHI

i Undang Undang No 7 /1989 'tentang Peradilan Agama,
;pasal 2 menyatakan bahwa : Peradilan Agama merupakan salah
isatu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyvat pencari
ikeadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata
‘tertentu yang diatur dalam Undang Undang ini.

| Pasal 49 Undang Undang No 7 /1989 tersebut mengatur

‘kekuasaan Pengadilan dimana Pengadilan agama berwenang

}memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkawin an,

gkewarisan hibah. dan wasiat, wakaf dan shadaqgah. Sedang

idalam penjelasannnya bidang Perkawinan kewenang an Pengadi-
flan Agama meliputi 22 bidang ( lebih luas dibanding vang

tercantum dalam Undang Undang Perkawinan no 1 tahun 1974 ).

Khusus yang berkaitan dengan anak bidang bidangnya adalah:

penguasaan anak anak, sah tidaknya seorang anak, pencabut

an kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjuk
an seorang wali dalam hal seorang anak belum cukup umur 18

tahun, ganti rugi terhadap wali atas kerugian harta benda

anak dibawah kekuasaannya, penetapan asal usul seorang.

anak.

Sedang Anak angkat diatur dalam Pasal 171 Inpres 1
tahun 1991/7Kompi1aSi Hukqh-lslam . ‘Adapun pengertian anak

angkat adalah.anak yqng dalam pemelihqraan_ﬁidupnya sehari
hari, biaya pendidikan dan sebagainya, beralih tanggung
jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya

berdasarkan putusaanengadilad‘(‘Agama )_

A —



Meskipun bidang kewarisan tidak mengatur kewarisan buat
anak angkat sehingga anak angkat tidak memperoleh warisan
dari harta Qrang tua angkatnya.

Anak angkat daﬁat menerima Hibah maupun wasiat dari
orang tua angkat sebanyak banyaknya. 1/3 "bagian.
Disamping itu Anak angkat tetap menerima warisan dari orang
tud kandungnya sendiri. _

Menurut pasai 209 KHI { Harta peninggalan anak angkat
dibagi menurut pasal pasal 176 - 193 ( pewarisan biasa ).

Sedang terhadap orang tua angkat vang tidak menerima
wasiat diberi wasiat wajibah ( wasiat karena hukum ) seban-
yvak banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkat. Terhadap
anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat
wajibah sebanyak banyaknya 1/3 harta warisan orang tha

angkatnya.

Semarang, 3 April 1996
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